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PRATIWI MADAGASKAR (B111 12 177) dengan judul skripsi “Tinjauan 
Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Pada Anak 
(Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2013-2015)” di bawah bimbingan 
Bapak Muhadar sebagai Pembimbing I dan Bapak Amir Ilyas sebagai 
Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang 
menyebabkan terjadinya eksploitasi seksual pada anak di Kota Makassar, 
Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam 
menanggulangi eksploitasi seksual pada anak, serta untuk mengetahui 
hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menaggulangi eksploitasi 
seksual pada anak di Kota Makassar. 
Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan viktimologis dan bersifat 
analisis deskriptif dan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder 
yang mendukung permasalahan yang tengah diteliti. 
Pembahasan penelitian ini bertujuan untuk mengungkap berbagai 
faktor yang menjadi latar belakang terjadinya eksploitasi seksual pada anak 
di Kota Makassar, upaya penanggulangan dari oleh pihak kepolisian, serta 
berbagai macam hambatan-hambatan dalam upaya penanggulangan 
eksploitasi seksual pada anak dari sisi viktimologi. Berdasarkan hasil 
penelitian membuktikan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana 
eksploitasi seksual di Kota Makassar, adalah: (1) Faktor Individual. (2) 
Faktor rendahnya Pendidikan. (3) Gaya Hidup. (4) Faktor Keluarga. (5) 
Faktor Lingkungan. Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak, kepolisian 
yaitu dengan melakukan pemberantasan. Seperti dengan melakukan 
pengintaian dan penangkapan dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) 
pada saat eksploitasi tengah terjadi. Sedangkan kendala yang dihadapi, 
adalah: (1) Kurangnya personil aparat kepolisian dalam mengatasi tindak 
pidana eksploitasi pada saat OTT karena banyak dari wajah mereka telah 
diketahui oleh pelaku. (2) Masyarakat kurang memahami arti pentingnya 
aturan hukum dan berkembangnya tidak pidana eksploitasi seksual yang 
makin pesat dengan modus yang beragam. (3) korban yang secara sadar 
ingin mengeksploitasi diri sendiri dengan cara memberikan diri dan/atau 
jasa dirinnya untuk memenuhi daya konsumtif dan sifat matrealis 
berlebihan. (4) korban yang tidak terbuka, menutup-nutupi, tentang 





PRATIWI MADAGASKAR (B111 12 177) “Victimology Overview On 
Criminal Act of Sexual Exploitation Towards Children (Study Case in 
Makassar 2013-2015)”. Supervised by Muhadar as the first supervisor and 
Amir Ilyas as the second supervisor. 
This research were aimed to understand the factors causing the 
occurence of sexual exploitation towards children in Makassar, the efforts 
taken by the Police in resolving this problem, and the obstacles faced during 
the conquering of this problem. 
The research was using victimology approach. The primary and 
secondary data supporting the topic were being analysed descriptively and 
qualitatively. 
The research shows that the factors causing the occurence of sexual 
exploitation towards children in Makassar are (1) Individual Factors (2) The 
Lack of Education (3) Lifestyle (4) Family Factors (5) Environenment. 
Meanwhile, the effort takenC by the Police is through eradication, for 
example conducting surveillance and arrest in the form of busted operation 
(OTT) during the occurence of the exploitation. Whereas the obtacles faced 
by the case consist of: (1) The lack of numbers of police personnels in 
conquering the criminal act of exploitation in busted operation because 
many of their faces have been recognized by the perpetrator. (2) The lack 
of understanding in society in undertanding the urgency of law while the 
criminal act of sexual exploitation grow rapidly with various modus. (3) The 
victims consciously willing to exploit themselves by giving up themselves or 
their services to fulfilled the consumptive need and the excessive 
materialistic nature. (4) The victims are not openly explaining the 
exploitation, cover the realistic situation to the investigators and 
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A. Latar Belakang Masalah 
Kebanyakan praktik penegakan hukum di indonesia hanya 
berfokus pada tersangka untuk mengejar pengakuan, intimidasi, 
rekayasa perkara, pemerasan dan berbagai jenis kegiatan lainnya. Hal 
ini membuat korban merasa diabaikan hak-haknya, antara lain dakwaan 
yang lemah, tuntutan ringan, tidak mengetahui perkembangan 
penanganan perkara, tidak menerima konpensasi dan tidak terpenuhinya 
hak-hak yang lain. 
Begitupun dengan kekerasan terhadap perempuan juga bukan hal 
baru, hal ini telah ada di sepanjang perjalanan bangsa indonesia. Di 
negara Indonesia sendiri, akar kekerasan dapat ditelusuri dalam sejarah 
(budaya) bangsa sejak masa lalu. Misalnya, zaman kerajaan-kerjaan 
Jawa, bahwa pada masa itu perdangangan perempuan merupakan 
pelengkap dari sistem pemerintahan feodal (sekitar tahun 1775), tidak 
terbatas di pulau jawa saja. 
Sistem feodal tidak sepenuhnya menunjukkan keberadaan 
komersialisasi industri seks seperti yang kita kenal dalam masyarakat 
modern saat ini; tetapi apa yang dilakukan masa itu membentuk 
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landasan bagu perkembagan industri seks  yang ada sekarang ini. 
Demikian pula perkembangan pada masa belanda dan jepang keadaan 
perempuan tidak pernah membaik. Terutama karena banyak keluarga 
pribumi yang menjual anak perembuannya untuk mendapat imbalan 
materi1. 
Jika dilihat lebih jauh, hukum yang ada saat ini lebih kepada 
kepentingan tersangka dan malah mengabaikan hak-hak korban. 
Sebagaimana yang dikemukakan Hamzah:  
“Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan 
dengan hak-hak azasi manusia ada kecenderungan untuk mengupas 
hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan 
pula hak-hak korban.”2 
 
Melihat rendahnya kedudukan korban dalam penanganan perkara 
pidana dikemukakan juga oleh Prassel yang menyatakan sebagai 
berikut:  
“Korban merupakan sosok yang terlupakan dalam studi kejahatan. Para 
korban kekerasan, perampokan, pencurian, dan tindak lainnya telah 
diabaikan oleh polisi, pengadilan, dann akademisi yang hanya 
berkonsentrasi dalam mempelajari penjahat.”3 
 
                                                          
1 Mien Rukmini, 2006, Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai), PT. 
Alumni, Bandung, hlm. 6-7. 
2 Andi Hamzah, 1986, Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-undang 
Hukum Acara Pidana, Binacipta, Bandung, hlm.33. 
3 Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, Urgensi Perlindungan Korban 
Kejahatan antara Norma dan Realita, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 26. 
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Bahkan pengabaian korban (victim) terjadi pada tahap-tahap 
penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan proses-proses 
selanjutnya. Diabaikannya eksistensi korban dalam penyelesaian 
kejahatan menurut Arif Gosita yang dikutip dalam buku G. Widiartana hal 
tersebut terjadi karena beberapa faktor yaitu sebagai berikut:4 
1. Masalah kejahatan tidak dilihat dan diphami menurut proporsi yang 
sebenarnya secara dimensional. 
2. Pengatasan penaggulangan permsalahan kejahatan yang tidak 
didasarkan pada konsep, teori etimologi kriminal yang rasional, 
bertanggung jawab dan bermartabat. 
3. Pemahaman dan penaggulangan permasalahan kejahatan yang 
disarkan pada pengertian citra mengenai manusia tidak tepat (tidak 
melihat dan mengenai masnusia pelaku manusia korban sebagai 
manusia sesama kita). 
Pengeksploitasi anak merupakan salah satu masalah terbesar 
yang banyak terjadi di Indonesia, seperti pengemis, pengamen dan 
pekerja seks. Khususnya tindak pidana perdangangan perempuan dan 
anak mempunyai jaringan yang sangat luas. praktik perdagangan anak 
yang paling dominan berada di sektor jasa prostitusi.5 Jumlah korban 
                                                          
4 G. Widiartana, 2009, Viktimologi: Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan, 
Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 7 
5 Chairul Bariah Mozasa, 2005, Aturan-Aturan Hukum Trafficking, Universitas Sumatra 
Utara Pers, Medan, hlm. 2 
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eksploitasi seksual anak di Indonesia setiap tahun terus bertambah dan  
angka korban  eksploitsi meningkat  setiap tahunnya. 
Praktek-praktek dibalik eksploitasi seksual anak anatara lain 
pemerkosaan, penculikan, perampokan, pernikahan semu/kontrak, 
adopsi illegal, imigrasi illegal, tenaga kerja paksa, pemerasan dan 
pengantin pesanan. Meskipun fenomena ini menimpa jutaan anak 
perempuan dan anak laki-laki dari berbagai latar belakang, namun anak 
perempuanlah yang mayoritas menjadi korban.  
Perdagangan anak untuk tujuan seksual atau pelacuran 
merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan merupakan salah satu 
bentuk terburuk dari eksploitasi anak karena sifatnya yang eksploitastif, 
baik dalam proses penarikan anak-anak kedalam dunia pelacuran dan 
dalam pekerjaannya serta berdampak pada perkembangan fisik, mental 
dan moral anak, karena anak yang dieksploitasi rentan terhadap 
kekerasan fisik, psikologis, seksual termasuk rentan terhadap penyakit 
menular seksual, penggunaan obat-obatan, serta minuman beralkohol. 
Mengenai perdagangan anak, Komisi Nasional Perlindungan 
Anak (Komnas PA) menyodorkan data yang cukup mencengangkan. 
Ketua Umum Komnas PA Aris Merdeka Sirait menyebut angka 40 ribu 
hingga 70 ribu anak setiap tahunnya diperdagangkan untuk tujuan seks 
komersial. Mereka diperdagangkan dengan tujuan dalam negeri seperti 
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Riau, Medan, Bali dan NTB. Selain itu, sejumlah negara seperti Taiwan, 
Thailand, Filipina, Hong Kong, dan Malaysia juga menjadi tujuan.6 
Anak yang menjadi korban dari ekesploitasi tidak sedikit 
jumlahnya. Terutama anak yang menjadi korban eksploitasi seksual. 
Meskipun ada beberapa kasus yang diungkap oleh media itu tidak 
sebarapa dibanding peristiwa eksploitasi seksul pada anak yang terjadi 
di masyarakat. Maka tidak salah jika dikatakan bahwa eksploitasi pada 
anak khususnya eksploitasi seksual pada anak seperti fenomena gunung 
es, hanya sedikit yang muncul ke permukaan, sementara sebagian besar 
tidak terlihat. 
Dibanyak negara di dunia (termasuk Indonesia), kejahatan 
mengenai perempuan dan anak rendah rankingnya dalam pengutamaan, 
adalah kewajiban dari setiap agen penegak hukum untuk menyingkap 
(expose) kejahatan demikian, untuk sedapat mungkin memperlakukan 
korban dengan cara yang cermat, peka dan profesional.7 
Di Indonesia khususnya wilayah sulawesi selatan terdapat sebuah 
budaya. Dalam budaya sulawesi selatan terdapat istilah yang 
mencerminkan identitas dan watak orang Sulawesi Selatan Siri’ Na 
Pacce. Budaya ini bukan hanya dikenal oleh suku yang ada di Sulawesi 
Selatan, tetapi juga suku lain yang menghuni daratan sulawesi, seperti 
                                                          
6 Gunakan DNA Untuk Perangi Child Trafficking, diakses dari 
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4caacb9e94493/gunakan-dna-untuk-perangi-
child-trafficking, pada tanggal 10 februari 2015 pukul 11.20. 
7 Mien Rukmini, Op.Cit, hlm.10. 
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Mandar dan Tator. Hanya kosa katanya yang berbeda, tetapi ideologi 
dan falsafahnya memiliki kesamaan dalam berinteraksi. Budaya ini juga 
menurut penulis sedikit banyak berpengaruh pada peristiwa hukum yang 
ada di wilayah sulawesi selatan ini. 
Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis berharap dapat 
memberikan gambaran lebih jelas mengenai tindak pidana eksploitsi 
seklsual pada anak di bawah umur, sehingga dapat tercapai suatu hasil 
yang objektif dan sesuai dengan tujuan penelitian. Karena itu penulis 
melakukan penelitian untuk penulisan skripsi dengan judul: Tinjauan 
Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Pada 
Anak (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2012-2015). 
 
B. Rumusan Masalah 
Adapun permasalahan yang dapat diajukan dalam menyikapi 
masalah eksploitasi seksual anak di bawah umur adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah peranan korban terhadap tindak pidana eksploitasi 
seksual pada anak di kota Makassar ? 
2. Upaya-upaya apa sajakah yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam 
menanggulangi adanya korban tindak pidana eksploitasi seksual pada 




C. Tujuan Penelitian  
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Untuk mengetahui peranan korban dalam tindak pidana eksploitasi 
seksual pada anak di kota Makassar. 
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam 
menanggulangi adanya korban tindak pidana eksploitasi seksual 
pada anak di kota Makassar. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Selanjutnya penelitian ini juga diharapkan mendatangkan manfaat 
yang berupa: 
1. Manfaat Secara Teoritis 
Secara teoritis, penelitian ini dapat bermafaat memberikan 
masukan sekaligus menambah khazanah ilmu pengetahuan dan 
literatur dalam dunia akademis, khususnya tentang hal yang 
berhubungan dengan tindak pidana eksploitasi seksual pada anak 
yang banyak terjadi sekarang ini.  Selain itu dapat dijadikan bahan 
kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang dapat 
memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum di Indonesia. 
2. Manfaat Secara Praktik 
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Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan 
pengetahuan tentang kasus-kasus tindak pidana eksploitasi 
seksual yang terjadi sekarang ini dan upaya peancegahan 
bagaimana kasus-kasus tindak pidana eksploitasi seksual anak 
dapat dikurangan. Selai itu juga sebagai pedoman dan masukan 
baik bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat dalam 
menentukan kebijakan dan langkah-langkah dalam memberantas 


















1. Sejarah Perkembangan Viktimologi 
Secara ilmiah karya Hans Von Hentig dalam jurnal kriminologi 
yang berjudul “remarks on the interaction of perpetrator and victim” 
(1941) merupakan langkah pertama yang memaparkan analisa yang 
menyentuh mengenai hubungan interaksi antara pelaku (yang 
menjadi objek kajian kriminologi). 
Pada tahun 1949, Von Hentig dalam tulisannya “the criminal 
and his victim” lebih memfokuskan kepada korban kejahatan. 
Hubungan antara dan korban (victim-offender relationship) dipelajari 
tidak saja dari aspen penderitaam korban, akan tetapi juga mengkaji 
bagaiman korban sering pula memicu dan mengakibatkan terjadinya 
kejahatan. 
Selanjutnya pada tahun 1947, Benjamin Mendelshon 
memperkenalkan nama victimology dan pada tahun 1956 istilah 
tersebut diperkenal kembali dalam tulisannya yang berjudul “revue 
internationale de criminologie et de police technique”. 
Pembahasan mengenai korban oleh Von Hentig dan 
Mendelshon kemudian diikuti oleh sarjana-sarjana lain di antaranya 
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seperti Ellenberg (1954), yang melakukan suatu studi tentang 
hubungan psikologis antara penjahat dengan korban bersama dengan 
H. Manheim (1965), Schafer (1968), dan Fiseler (1978). 
Pada tahun 1959 P.Cormil dalam penelitiannya menyimpulkan 
bahwa korban patut mendapatkan perhatian yang lebih besar dari 
kriminolgi dan viktimolgi harus diperhatikan dalam membuat kebijakan 
kriminal dan juga dalam pembinan para pelaku kejahatan. Baik 
P.Comil maupun Nagel memperluas wilayah bahasan kriminolgi 
samapai masalah korban. 
Perhatian kepada korban kejahatan akhirnya diwujudkan dalam 
suatu simposiaum internasional di Jerussalem ini berhasil dirumuskan 
beberapa kesimpulan, yaitu: viktimologi dapat dirumuskan sebagai 
studi ilmiah mengenai para korban, dan kriminolgi telah diperkaya 
dengan suatu orintasi viktimologi. 
Simposium kedua diadakan di Boston, pada tanggal 5-9 
september 1976. Studi lebih lanjut tentang viktimologi juga telah 
dilakukan dalam bentuk Postgraduate course on the victim of crime 
the criminal justice system dan telah dua kali dilakukan di Dubrovnick, 
Yugoslavia. Setalah mengalami berbagai kesulitan pada saat 
diselenggaraakannya simposium yang kedua di buston, maka pada 
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tahun 1977 didirikan Word Society of Victimology (WSV). WSV ini 
dipelopori oleh Schneider dan Drapkin.8 
Perjalanan panjang untuk menghasilkan suatu prinsip-prinsip 
dasar tentang perlindungan korban terwujud pada kongres Milan, Italia 
pada tanggal 26 Agustus – 6 September 1985 dengan nama Congress 
on the prevenetion of crime and the treatment of offenders, yang 
menghasilkan beberapa prinsip dasar tentang korban kejahataan 
penyalahgunaaan kekuasaaan yang selanjutnya diadopsi oleh PBB 
pada tanggal 11 Desember 1985 dalam suatu deklarasi yang 
dinamakan Declaration of basic Principles of Justice for Victim of 
Crime and Abuse of power.9 
 
2. Pengertian Viktimologi 
Apabila berbicara mengenai korban kejahata, maka padangan 
kita tidak lepas dari viktimologis. Melalui viktimologis dapat diketahui 
berbagai aspek mengenai korban, seperti: faktor penyebab 
ternjadinya sebuah kejatahan, bagaimana seorang dapat menjadi 
korban, upaya mengurangi korban kejahatan, hak dan kewajiban 
jorban kejahatan. 
Viktimologi berasal dari kata victima yang berarti korban dan 
logos yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu 
                                                          
8 Rena Yulia, 2010, Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, 
Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 36. 
9 Ibid. hlm. 37. 
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studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban 
dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah 
manusia sebagai suatu kenyataan soasial. Viktimologi merupakan 
suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi 
(Kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan 
kenyataan sosial. 
Perumusan ini membawa akibat perlunya suatu pemahaman 
yaitu: 
1. Sebagai salah satu permasalahan manusia menurut proporsi yang 
sebenarnya dimensional. 
2. Sebagai salah satu hasil interaksi akibat adanya suatu interelasi 
antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. 
3. Sebagai tindakan seseorang (individu) yang dipengaruhi oleh unsur 
struktur sosial tertentu dan masyarakat tertentu. 
Viktimologi mencoba memberi pemahaman, mencerahkan 
permasalahan kejahatan dengan mempelajari para korban kejahatan, 
proses viktimisasi dan akibat-akibatnya dalam rangka menciptakan 
kebijaksanaan dan tindakan pencegahan dan menekan kejahatan 
secara lebih bertanggung jawab.10 
Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang 
korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang 
                                                          
10 Ibid. hlm. 44. 
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menimbulkan penderitaan-penderitaan mental, fisik dan sosial. 
Tujuannya adalah tidak untuk menyanjung-nyanjung para korban 
melainkan untuk memberi penjelasan mengenai peranan korban 
dalam suatu peristiwa pidana dan hubungannya dengan pelaku tindak 
pidana. Hal ini merupakan sesuatu yang penting untuk mengupayakan 
kegiatan-kegiatan dalam rangka pencegahan berbagai tindak pidana, 
kesejahteraan korban baik secara langsung maupun tidak langsung 
terlibat dalam suatu viktimisasi. Khususnya dalam bidang informasi 
dan pengetahuan agar tidak menjadi korban tindak pidana struktral 
maupun nonstruktural.11 
Dengan diperolehya pemahaman yang luas tentang korban 
kejahatan, diharapkan dapat mempermudah dalam menemukan 
upaya penanggulangan kejahatan yang pada akhirnya akan 
berpengaruh pada menurunnya kualitas dan kuantitas kejahatan. 
Perkembangan viktimologi  hingga pada keadaaan seperti 
sekarang tentunya tidak terjadi dengan sendirinya, namun telah 
mengalami berbagai perkembangan yang dapat dibagi dalam tiga 
fase: Pada tahap pertama, viktimologi hanya mempelajari korban 
kejahatan saja (penal or special viktimologi), fase kedua, viktimologi 
tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan tetapi juga meliputi 
korban kecelakaan (general viktimologi), fase ketiga, viktimologi 
                                                          
11 Ibid. hlm. 43.  
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sudah berkembang lebih luas lagi, yaitu mengkaji permasalahan 
korban karena penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi 
manusia (new viktimologi). 
3. Ruang lingkup viktimologi 
Viktimologi menilik topik-topik tentang korban, seperti: peranan 
korban pada terjadinay tindak pidana, hubungan antara pelaku 
dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam 
sistem peradilan pidana.12 
Menurut J.E. Sahetapy, ruang lingkup viktimologi bagaimana 
seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh suatu 
victimity yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, 
termasuk pula korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari 
korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.13 
Kemudian Dikdik M. Arief dan Elisantris Gultom menyatakan 
bahwa viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti: peranan 
korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku 
dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam 
sistem peradilan pidana. Namun dalam perkembangannya di tahun 
1985 Separovic mempelopori pemikiran agar viktimologi khusus 
mengkaji korban adanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan 
dan tidak mengkaji korban karena musibah atau bencana alam karena 
                                                          
12 Ibid, hlm. 45. 
13 J. E. Sahepaty, 1995, Bunga Rampai Viktimologi, Eresco, Bandung, hlm. 45 
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korban bencana alam diluar kemauan manusia (Out of man’s will). 
Pada tahap perkembangan ini pula, korban kejahatan bukan saja 
perorangan, tetapi meluas dan kompleks. Persepsinya tidak hanya 
jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi pemerintahan, 
bangsa dan negara. Atau kelompok baik suasta ataupun 
pemerintah.14 Hal serupa juga dinyatakan oleh Arif Gosita  bahwa 
korban dapat berarti “individu atau kelompok baik swasta maupun 
pemerintah”.15 
Lebih luas dijabarkan mengenai korban perseorangan, institusi, 
lingkungan hidup, masyarakat, bangsa dan negara sebagai berikut:16 
1. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu 
mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materiil, maupun nonmateril. 
2. Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan 
kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan 
kerugian berkepanjangan akibat dari pemerintah, kebijakan suasta 
maupun bencana alam. 
3. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang 
didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, 
manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh 
dan berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada 
lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor 
                                                          
14 Dikdik M.Arief dan Elisantris Gultom, Op.Cit, hlm. 45 
15 Arif Gosita, 2009, Masalah Korban Kejahatan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 
75-76 
16 Abdussalam, 2010, Victimologi, PTIK, Jakarta, hlm. 6-7 
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dan banjir dan kebakaran yang ditumbulkan oleh kebijakan 
pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu 
maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab. 
4. Korban masyarakat, bangsa dan negara adalah masyarakat yang 
diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian 
hasil dari pembagunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak 
sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun. 
Tujuan viktimologi dikatakan oleh Muladi di dalam bukunya 
adalah:17 
1. Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban; 
2. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya 
viktimisasi; dan 
3. Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan 
manusia. 
Dengan demikian objek studi ruang lingkup perhatian 
viktimologi menurut Arif Gosita adalah sebagai berikut:18 
1. Berbagai macam, viktimisasi kriminal atau kriminalitas 
2. Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal 
3. Para peserta yang terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu 
viktimisasi kriminal atau kriminalitas, seperti para korban, pelaku, 
                                                          
17 Muladi dan Barda Nawawi, 2007, Bunga Rampai Hukum Pidana, PT. Alumni, 
Bandung, hlm. 82 
18 Arif Gosita, Loc.Cit, hlm. 392 
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pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim, 
pengacara, dan sebagainya. 
4. Reakasi terhadap viktimisasi kriminal: argumentasi kegiatan-
kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi usaha-
usaha prevensi, represi, tindak lanjut (ganti kerugian) dan 
pembuatan peraturan hukum yang berkaitan. 
 
4. Faktor-faktor viktimogen/kriminogen. 
Mengingat pentingnya viktimologi dalam mengusahakan 
keadilan dan kesejahteraan setiap anggota masyarakat di mana saja, 
maka adalah benar apabila kita bersama, mengusahakan pelayanan 
perlakuan yang manusiawi terhadapa mereka yang terlibat dalam 
viktimisasi. 
Kejahatan yang mengakibatkan korban sebagai objek kajian 
viktimologi sebagai korban sebagai objek kajian viktimlogi semakin 
luas setelah kongrs PBB kelima di Geneva tahun 1975, kongres 
keenam tahun 1980 di Caracas, yang meminta perhatian bahwa 
korban kejahatan dalam cakupan viktimologi bukan hanya kejahatan 
konvensional seperti pemerasan, pencurian, penganiayaan, dan 
lainnya, tetapi juga kejahatan inkonvensional seperti terorisme, 
pembajakan, dan kejahatan kerah putih. Sedangkan dalam kongres 
PBB ketujuh tahun 1985, mnghasilkan kesepakatan untuk 
memperhatikan kejahatan-kejahatan tertentu yang dianggap atau 
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dipandang membahayakan seperti economic crime, enviromental 
offences, illegal trraficking in drugs, terorism, apartheid, dan industrial 
crime.19 
5. Manfaat Viktimologi 
Manfaat yang diperoleh dengan mempelajari ilmu pengetahuan 
merupakan faktor yang paling penting dalam kerangka 
pengembangan ilmu itu sendiri. Dengan dipelajarinya viktimologi 
diharapkan akan memberikan banyak manfaat. 
Arief gosita menguraikan beberapa manfaat yang diperoleh 
dengan mempelajari viktimologi, yaitu sebagai berikut:20 
a. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang 
menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi 
bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi. Akibat 
pemahaman itu, akan diciptakan pengertian-pengertian, etiologi 
kriminal, dan konsepsi-konsepsi mengenai usaha-usaha yang 
preventif, represif, dan tindak lanjut dalam menghadapi dan 
menaggulangi permasalahan viktimisasi kriminal di berbagai 
bidang kehidupan dan penghidupan. 
b. Viktimologi memberikan sumbangsih dalam mengerti lebih baik 
tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan 
penderitaan fisik, mental dan sosial. Tujuannya tidaklah untuk 
                                                          
19 Rena Yulia, Loc.Cit, hlm. 46 
20 Arif Gosita, Loc.Cit, hlm. 330  
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menyajung korban, tetapi untuk memberikan beberapa penjelasan 
mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungannya 
dengan pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasan ini sangat penting 
dalam upaya pencegahan terhadap berbagai macam viktimisasi 
demi menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan 
mereka yang terlihat langsung atau tidak langsung dalam suatu 
eksistensi viktimisasi. 
c. Viktimologi memberikan keyakinan bahwa setiap individu 
mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai 
bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan dan 
pekerjaan mereka. 
d. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang 
tidak langsung. Misalnya efek politik pada penduduk dunia ketiga, 
akibat penyuapan oleh suatu korporasi internasional, akibat sosial 
pada setiap orang akibat polusi industri, terjadinya viktimisasi 
ekonomi, politik dan sosial setiap kali seseorang pejabat 
menyalahgunakan jabatan dalam pemerintahan untuk keuntungan 
sendiri. 
e. Viktimologi memberikan dasar pemikiran masalah penyelesaian 
viktimisasi kriminal, pendapat viktimologi dipergunakan dalam 
keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan 
terhadap pelaku kriminal. 
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Pada dasarnya manfaat mempelajari viktimologi berkenaan 
dengan tiga hal utama dalam mempelajari manfaat studi korban, yaitu: 
a. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban 
dan perlindungan hukum. 
b. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peranan korban 
dalam suatu tindak pidana. 
c. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya 
korban. 
Manfaat viktimologi ini dapat memahami kedudukan korban 
sebagai sebab dasar terjadinya kriminalitas dan mencari kebenaran. 
Dalam usaha mencari kebenaran dalam usaha mengerti akan 
permasalahan kejahatan, delikuensi, dan deviasi sebagai suatu 
proporsi yang sebenarnya secara dimensional. 
 
B. Korban 
1. Pengertian Korban 
Mengenai pengertian korban itu sendiri seperti yang 
tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan 
korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, 
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dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak 
pidana.21 
Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan 
psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau social, yang 
diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.22 
Kemudian berbagai pengertian korban banyak ditemukan 
baik oleh ahli maupun bersumber dari Konvensi-Konvensi 
Internasional yang membahas mengenai korban kejahatan. Sebagian 
diantaranya adalah sebagai berikut: 
a. Arief Gosita 
Menurutnya, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan 
rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mecari 
pemenuhan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan. 
b. Ralph de Sola 
Korban (Victim) adalah “....person who was injured mental or 
physical suffering, loss of property or death resulting from an actual 
or attemted criminal by another...”. 
c. Cohen 
Mengungkapkan bahwa (victim) adalah “ whose pain and suffering 
have been neglected by the state while it spends immense 
                                                          
21 Ibid, hlm. 49. 
22 UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdangangan Orang, Fokus Media, Bandung, 
2007, hlm.3. 
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resources to hunt down and punish the offende who responsible for 
that pain and suffering”. 
d. Z. P Zeparovic 
Korban (Victim) adalah “.... the person who are threatened, injured 
or destroyed an actor or omission of another (mean structure, 
organization, or institution) and consequently a victim would be 
anyone who was suffered from or been threatened by a punishable 
act (not only criminal aca but also another punishable act as 
misdemeanors, economic, offense, non fulfillment of work duties) or 
an accident. Suffering may be caused by another man or another 
structure, where people are also involved”. 
e. Muladi 
Korban (Victim) adalah orang-orang yang baik secara individual 
maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik 
ataupun mental, emosional ekonomi, gangguan substansial 
terhadap hak-haknya yang fudamental, melalui perbuatan atau 
omisi yang melanggar hukum pidana masing-masing negara, 
termasuk penyalahgunaan kekuasaan. 
Dengan mengacu pada pengertian-pengertian korban diatas, 
dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang 
perorangan atau kelompom yang secara langsung menderita akibat 
dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/penderitaan 
bagi diri/kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk didalamnya 
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keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-
orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi 
penderitaannya atau untuk mencegah viktimiasasi.23 
 
2. Tipologi Korban Kejahatan 
Tipologi korban kejahatan dapat ditinjau dari dua perspektif, 
yaitu:24 
1. Ditinjau dari perspektif tingkat kerterlibatan korban dalam terjadinya 
kejahatan. Melalui kajian perspektif ini, maka Ezzat Abdel Fattah 
menyebutkan beberapa tipologi korban, yaitu: 
a. Nonparticipacing victim adalah mereka yang menyagkal/menolak 
kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam 
penanggulangan kejahatan. 
b. Latent or predisposed victim adalah mereka yang mempunyai 
karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu. 
c. Provocative victim adalah mereka yang menimbulkan kejahatan 
atau pemicu kejahatan. 
d. Participating victim adalah mereka yang tidak menyadari atau 
memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya sebagai 
korban. 
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e. False victims adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya 
sendiri. 
2. Ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri makan 
Stephen Schafer mengemukakan tipologi korban menjadi tujuh 
bentuk, yaitu: 
a. Unrelated victims adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan 
si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, 
dari segi aspek dan tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak 
korban. 
b. Proactive victims merupakan korban yang disebabkan peranan 
korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek 
tanggungjawab terletak pada diri korban dan pelaku secara 
bersama-sama. 
c. Participating victim hakikatnya perbuatan korban tidak disadari 
dapat mendorong pelaku untuk melakukan kejahatan. Misalnya, 
mengambil uang di bank dalam jumlah besar tanpa adanya 
pengawalan, kemudian disimpan di dalam tas plastik sehingga 
mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini 
pertanggungjawaban sepenuhnya pada pelaku. 
d. Biologically weak victim adalah kejahatan disebabkan adanya 
keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut 
usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari 
pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau 
25 
pemerintah setempat karena tidak dapat memberi pelindungan 
kepada korban yang tidak berdaya. 
e. Socially weak victim adalah korban yang tidak diperhatikan oleh 
masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan 
sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara 
penuh terletak pada penjahat atau masyarakat. 
f. Self victimizing victim adalah korban kejahatan yang dilakukan 
sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu 
pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban 
sekaligus pelaku kejahatan. 
g. Political victim adalah korban kejahatan karena lawan politiknya. 
Secara sosiologis, korban ini  tidak dapat dipertanggungjawabkan 
kecuali adanya perubahan konstelasi politik. 
3. Selain pengelompokan yang ada di atas, masih ada pengelompokan 
korban menurut Sellin dan Wolfgang, yaitu: 
a. Primary victimization, yaitu korban berupa individu perorangan 
(bukan kelompok). 
b. Secondary victimization, yaitu korban kelompok, misalnya badan 
hukum. 
c. Teritary victimization, yaitu korban masyarakat luas. 
d. No victimization, yaitu korban yang tidak dapat diketahui, misalnya 
konsumen yang tertipu dalam menggunakan produksi.25 
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C. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum 
pidana Belanda yaitu Strabarr feit. Karena istilah ini terdapat dalam 
WvS  Belanda, dengan demikian juga dalam WvS Hindia Belanda 
(KUHP). Tetapi tidak ada penjelasan resmi mengenai apa yang 
dimaksud Strabarr feit itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha 
untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. 
Menurut Adami Chazawi, menerangkan bahwa di indonesia 
sendiri ada beberapa istilah yang sering digunakan sebagai 
terjemahan dari istilah Strabarr Feit (Belanda). Istilah-istilah yang 
digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun 
literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah strabar feit antara lain 
adalah tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, 
perbuatan yang tidak boleh dihukum dan yang terkahir adalah 
perbuatan pidana.26 
Strafbarr feit, terdiri dari tiga kata, yaitu Straf, baar dan feit. Dari 
istilah yang digunakan sebagai terjemahan  dari Strafbarr feit itu, 
tenryata Straff diterjemahkan dengan pidana dan hukum. perkataan 
perkataan baar diterjemahkan dengan dapat dan bole. Sementara feit 
diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. 
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Secara letterlijk, kata “straf” artinya pidana dan “baar” artinya 
dapat atau boleh dan “feit” adalah perbuatan. Sedangkan dalam 
bahasa belanda “feit” berarti sebagian dari suatu kenyataan dan 
“strafbaar feit” dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu 
kenyataan yang dapat dihukum. 
Dalam kitab undang-undang hukum pidana tidak dijelaskan apa 
itu sebenarnya Strafbaar feit itu sendiri. biasanya tindak pidana 
disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni delictum 
dan dalam bahasa Belanda disebut delic. Arti delik dalam Kamus 
Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa: delik adalah perbuatan 
yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran 
terhadap undang-undang tindak pidana. 
Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan 
hukum, laranagan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa 
pidana tertentu bagi siapapun yang melanggar larangan tersebut.27 
Pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan 
yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai 
ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa 
yang melanggar larangan tersebut.28 
Sebenarnya pemakaian istilah yang berbeda-beda ini tidak 
menimbulkan permasalahan, yang terpenting diketahui apa yang 
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menjadi pengertiannya. Namun pada umumnya istilah yang digunkan 
sekarang adalah “Tindak Pidana”. Tindak pidana itu sendiri dapat 
diartikan berupa suatu perbuatan yang melanggar hukum, yang 
pelakunya sendiri dapat dikenakan hukum pidana. 
Istilah tindak pidana menunjukkan gerak-gerik tingkah laku dan 
gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga 
seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak berbuatnya 
dia, dia telah melakukan tindak pidana. 
Setelah melihat berbagai definisi diatas, maka disimpulkan 
bahwa tindak piadana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum 
dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan 
disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang 
sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif 
(tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).29 
 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Untuk mengetahui adanya tindak pidana, terlebih dahulu 
dirumuskan dalam peraturan perundangn-unadngan pidana tentang 
perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi untuk 
mentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas 
larangan tersebut sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari 
perbuatan lain yang tidak dilarang. 
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Setelah mengetahui pengertian dari tindak pidana itu sendiri, 
maka dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, 
yaitu: 
a. Unsur objektif 
Unsur yang terdapat di luar si Pelaku. Unsur-unsur yang ada 
hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di 
mana tindakan-tindakan si Pelaku harus dilakukan. Unsur-unsur ini 
terdiri dari: 
- Perbuatan manusia itu sendiri 
- Akibat dari perbuatan itu 
- Kemudian adanya unsur tertentu yang menyertai perbuatan 
tersebut. 
b. Unsur subjektif 
Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si Pelaku, atau yang 
dihubungkan dengan diri si Pelaku dan termasuk di dalamnya segala 
sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur ini terdiri dari: 
- Orang yang mampu bertanggung jawab 







D. Eksploitasi Seksual Anak 
1. Pengertian Anak 
Berbicara mengenai eksploitasi seksual anak adalah sangat 
penting karena anak merupakan potensi nasib manusia di masa 
mendatang, dialah yang turut berperan menetukan sejarah bangsa 
sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang. Anak 
dan generasi muda adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, 
karena anak merupakan bagian dari generasi muda. Selain anak, di 
dalam generasi muda ada yang disebut remaja dan dewasa.30 
Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia 
anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, dan hukum 
islam. Secara internasional defenisi anak tertuang dalam konvensi 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai anak atau United 
Nation Convention on Right of the Child. 
Menurut Nicholas Mc. Bala dalam bukunya Juvenile Justice 
System mengatakan:31 
Anak adalah periode di antara kelahiran dan permulaan kedewasaan. 
Masa ini merupakan masa perkembangan hidup, juga masa dalam 
keterbatasan kemampuan termasuk keterbatasan untuk 
membahayakan orang lain. 
 
Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak pasal 1, anak adalah seseorang yang belum 
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berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam 
kandungan. 
Menurut undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak Pasal 1 ayat (1), anak adalah orang yang dalam 
perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi 
belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah 
kawin. Dalam arti, tidak sedang terkait dalam perkawinan atau pernah 
kawin dan kemudian cerai. Jika sedang terkait perkawinan dan 
perkawinannya putus karena perceraian, anak tetap dianggap dewasa 
walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun. 
Dalam hukum Islam juga memberikan pengertian tentang anak. 
Menurut Islam batasan itu tidak berdasarkan hitungan usia, tetapi 
sejak ada tanda-tanda perubahan badaniah baik bagi anak laki-laki 
maupun anak perempuan. Anak diakatakan belum baliq atau belum 
berakal diamana mereka di anggap cakap untuk bertindak. Seseorang 
dikatakan baliq atau dewasa jika telah memenuhi sifat di bawah ini: 
a. Telah berumur 15 (lima belas) tahun. 
b. Telah keluar air mani bagi laki-laki. 
c. Telah datang bulan (haid/menstruasi) bagi perempuan. 
Dilihat dari tingkatan usia, batasan seseorang dikategorikan 
sebagai anak dapat juga dilihat pada gambaran berikut ini, dimana 
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berbagai negara di dunia ini tidak ada keseragaman tentang batasan 
umur seseorang dikategorikan sebagai anak, seperti:32 
a. Di Amerika Serikat, 27 negara bagian menentukan batas umur 
antara 8-18 tahun, sementara 6 negara bagian lain menentukan 
batas umur antara 8-17 tahun, ada pula negara bagian lain yang 
menentukan batas umur antara 12-16 tahun. 
b. Di Inggris, ditentukan batas umur antara 12-16 tahun. 
c. Di Australia, kebanyakan negara bagian menentukan batas umur 
antara 8-16 tahun. 
d. Di Belanda, menentukan batas umur anatara 12-16 tahun. 
e. Di Srilanka, menentukan batas umur antara 8-16 tahun. 
f. Di Iran, menentukan batas umur antara 6-18 tahun. 
g. Di Jepang dan Korea, menentukan batas umur antara 14-20 tahun. 
h. Di Taiwan, menentukan batas umur antara 14-18 tahun. 
i. Di Kamboja, menentukan batas umur antara 15-18 tahun. 
j. Di negara-negara ASEAN, antara lain: Filipina (antara 7-16 tahun); 
Malaysia (antara 7-18 tahun); Singapura (antara 7-18 tahun). 
 
2. Pengertian Eksploitasi 
Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan 
korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau 
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pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, 
penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, 
atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ 
dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan 
seseorang oleh pihak-pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik 
materiil ataupun immateriil.33 
Eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ 
tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan 
keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan 
pelacuran dan pencabulan.34 
Eksploitasi berkaitan dengan kegiatan yang bersifat perbudakan, 
pekerjaan dengan paksaan kekerasan, dan kerja paksa, sedangkan 
eksploitasi seksual berkaitan dengan prostitusi baik secara sukarela 
maupun dipaksa. 
Dengan demikian, pengertian eksploitasi seksual adalah mereka 
yang terlibat dalam prostitusi, pelayanan atau pekerja seks atau menjadi 
objek kegiatan pornografi yang dikarenakan oleh ancaman pemaksaan, 
penculikan diperlakukan dengan salah, menjadi orang yang dijual atau 
karena korban penipuan. Adapun eksploitasi dengan melacurkan orang 
lain adalah kegiatan untuk memperoleh uang dan keuntungan lain dari 
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kegiatan melacurkan orang lain dalam kegiatan prostitusi atau secara 
seksual.35 
Perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai prostitusi anak adalah 
menawarkan, memperoleh, membeli, atau menyediakan anak untuk 
tujuan prostitusi. Lantas, pornografi anak mencakup memproduksi, 
distribusi, menyebarluaskan, impor, ekspor, menawarkan, menjual atau 
memiliki hal-hal untuk tujuan pornografi anak.36 Biasanya anak-anak 
dibujuk agar bersedia melayani pedofil dengan memberikan barang 
bahkan janji untuk disekolahkan. 
Perlakuan yang diterima oleh korban berupa kekerasan non-fisik 
yaitu:37 
a. Mulai dari proses rekrut sudah ditipu, diancam dan ditakut-takuti 
hingga korban dipaksa menurut. 
b. Dipaksa menandatangani surat perjanjian bahwa ketika ia datang ke 
tempat itu atas keinginan sendiri. 
c. Dipaksa menandatangani surat perjanjian bahwa ketika datang ke 
tempat itu dia sudah tidak perawan lagi. 
d. Dipaksa menandatangani surat perjanjian bahwa ia mengakui segala 
biaya yang dikeluarkan selama perjalanan dari tempat asal ke tempat 
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itu dan biaya makan di lokasi di anggap hutang dan di bayar dari upah 
yang diperoleh dari tamu. 
e. Dipaksa mengganti nama, mengelabui bila ada keluarga atau aparat 
penegak hukum yang datang mencari korban serta KTP/identitas diri 
lainnya ditahan orang yang membawa. 
f. Dimarahi dengan kata-kata kasar dan jorok bila tidak menurut 
mami/papi. 
g. Di beberapa lokaliasi/hotel/karaoke uang dari tamu tidak di terima 
langsung dari korban tetapi di terima mami/papi. Korban hanya 
memperoleh kupon. 
h. Papi/mami sesuka hati menetapkan harga makan, sewa kamar, dan 
berbagai pembayaran hingga korban terus dililit hutang dan terikat 
untuk melunasi hutang tersebut. 
i. Pura-pura di periksakan ke dokter (palsu?), biasanya si dokter 
menyatakan korban tidak perawan. Ini adalah upaya mami/papi 
menipu korban hingga uang yang di terima korban murah sementara 
dari tamu mahal dan dikatakan korban masih perawan. 
j. Perhiasan atau uang yang dimiliki korban diambil secara paksa oleh 
orang yang menbawa dengan alasan di titipkan dengan keamanan. 
k. Dipaksa mandi kembang tujuh warna atau makan telur hingga korban 
lupa pada keluarga dan tidak mampu pergi dari lokasi. 
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l. Dipaksa membuat surat kepada keluarga bahwa ia telah bekerja dan 
tidak usah dicari karena akan pulang dalam jangka waktu tertentu 
seperti satu tahun. 
m. Adanya kerja sama antar mami untuk merotasi korban dari satu lokasi 
ke lokasi lain, baik dalam satu daerah atau antar daerah. 
 
E. Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Dalam Beberapa Peraturan 
Perundang-Undangan 
1. Undang-Undang Perlindungan Anak 
Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak, anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, 
yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, 
martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi 
serta bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak agar anak 
dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal 
sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 
Beberapa pasal yang mengatur Eksploitasi Seksual Anak 
dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak, sebagai berikut: 
Pasal 13 
(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau 
pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, 
berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: 
a. Diskriminasi; 
b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; 
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c. Penelantaran; 
d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; 
e. Ketidakadilan; dan 
f. Perlakuan salah lainnya. 
(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala 
bentuk perlakuan sebagaiman dimaksud dalam ayat (1), maka 
pelaku dikenakan pemberatan hukuman. 
 
Pasal 59 
Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan 
bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada 
anak dalam situasi darurat, anak yang berhdapan dengan hukum, 
anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi yang 
menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan 
zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan 
perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak 




(1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara 
ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 
59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan 
masyarakat. 
(2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana 
yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui: 
a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan 
anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; 
b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan 
c. Pelibatan berbagai instansi pemerintahan, perusahaan, 
serikat kerja, lembaga swadaya masyarakat, dan 
masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak 
secara ekonomi dan/atau seksual. 
(3) Setiap orang dilarang menempatkan, mebiarkan, melakukan, 
menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi 
terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 
 
Pasal 69 
(1) Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 59 meliputi korban kekerasan fisik, psikis, 
dan seksual dialukan melalui upaya: 
a. Penyebarluasan dan sosialisasi ketetuan peraturan 
perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak 
kekerasan; dan 
b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi. 
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(2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, 
menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan 
sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1). 
 
Pasal 78 
Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam 
situasi darurat sebagiman dimaksud dalam pasal 60, anak yang  
berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan 
terisolasi, anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, 
anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban 
penyelahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif 
lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, 
atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, 
padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus di bantu, 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau 
denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah). 
 
Pasal 88 
Sertiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak 
dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain, 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun 
dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). 
 
2. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
Dalam Udang-undang Nomor 23 tahun 2004 Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga dikatakan bahwa setiap warga negara berhak 
mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan 
sesuai dengan falsafah pancasila dan undang-undang Dasar Negara 
Republik Indonesia tahun 1945. Namun dalam undang-undang ini tidak 
diatur secara khusus mengenai tindak pidana eksploitasi seksual anak. 
Pasal yang mengatur mengenai eksploitasi seksual anak dalam 
undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan 
Dalam Rumah Tangga adalah: 
Pasal 8 
Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasala 5 huruf c 
meliputi: 
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a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang 
yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; 
b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam 
lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan 
komersial dan/atau tujuan tertentu. 
 
3. Undang-undang Perdangan Orang 
Undang-undang perdagangan orang Nomor 21 tahun 2007 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak 
mengatur secara khusus tentang eksploitsi seksual pada anak sejak 
disahkan pada tanggal 20 maret 2007. Undang-undang ini hanya 
mengatur mengenai anak yaang menjadi korban perdangangan orang. 
Hak ini sangat disayangkan mengingat dalam hal ini anak adalah korban 
yang sangat rentan terhadap kejahatan ini sehingga sudah semestinya 
diberikan perlakuan yang berbeda dari orang dewasa. 
Beberapa pasal yang mengatur eksploitasi seksual anak dalam 
Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Perdangangan Orang, 
sebagai  berikut: 
Pasal 2 
(1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, 
penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan 
seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan, 
kekerasan, penculikan, peyekapan, pemalsuan, penipuan, 
penyalahgunaa kekuasan polisi rentan, penjeratan utang atau 
memberi bayaran atau manfaaat, walaupun memperoleh 
persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, 
untuk tujuan eksploitasi orang tersebutdi wilayah negara republik 
indonesia, dipidana dengan pidana penjara palaing singkat 3 
(tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana 
denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta 
rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta 
rupiah). 
40 
(2) Jika perbuatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) 
mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana 
dengan pidana yang sama sebagimana dimaksud pada ayat (1). 
 
Pasal 5 
Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan 
menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu degan maksdud untuk 
di eksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) 
tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling 
sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus duapuluh juta rupiah) dan paling 
banyaj Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). 
 
Pasal 6 
Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam satu atau ke 
lauar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut 
terkesploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) 
tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling 
sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling 
banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). 
 
4. Eksploitasi seksual Anak Dalam KUHP 
Dalam KUHP hanya satu pasal yang berkaitan dengan 
perdagangan anak untuk tujuan seksual. 
Pasal 297 
Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum 
dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. 
 
Pasal ini mengkriminalisasi perdagangan anak namun tidak 
mendefinisikan secara jelas perbuatan/tindakan apa yang merupakan 
perdagangan. 
Pasal 281 
Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan 
atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: 
1. Barang siapa dengan sengaja melanggar kesusilaan di muka 
umum; 
2. Barang siapa dengan sengaja melanggar kesusilaan di depan 




(1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan 
istrinya, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya 
bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun, atau kalau 
umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan, 
diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. 
(2) Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan, kecuali bila umur 
wanita itu belum sampai dua belas tahun atau bila ada salah satu 
hal seperti tersebut dalam pasal 291 dan pasal 294. 
 
Pasal 290 
Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: 
1. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang 
padahal dia tahu bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya; 
2. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, 
padahal dia tahu atau sepatunya harus diduganya, bahwa umur 
seseorang itu belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak 
jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawinkan; 
3. Barang siapa membujuk seseoranhg yang diketahuinya atau 
sepatutnya harus diduganya bahwa umur seseorang itu belum 
lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, yang 
bersangkutan belum waktunya untuk dikawinkan, untuk 
melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau 
bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain. 
 
Pasal 293 
(1) Barang siapa dengan meberi atau menjanjikan uang atau 
barang, menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan 
keadaan, atau dengan penyesatan sengaja membujuk orang 
yang belum dewasa dan berkelakuan baik untuk membiarkan 
dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal dia tahu atau 
selayaknya harus diduganya bahwa orang tersebut belum 
dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. 
(2) Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan orang yang 
terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu. 
(3) Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini 
lamanya masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan. 
 
 
5. Teori Tentang Peranan Korban 
Korban dapat mempunyai peranan dalam terjadinya suatu tindak 
pidana, baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar secara langsung 
ataupun tidak langsung. 
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Peran yang dimaksud adalah sebagai sikap dan keadaan diri 
seseorang yang akan menjadi calon korban ataupun sikap dan keadaan 
yang dapat memicu seseorang untuk berbuat kejahatan. Kemudian, 
mucul pertanyaan, mengapa korban yang telah nyata-nyata menderita 
kerugian baik secara fisik, mental maupun sosial, justru harus pula di 
anggap sebagai pihak yang mempunyai peran dan dapat memicu 
terjadinya kejahatan, bahkan korban pun dituntut untuk turut memikul 
tanggung jawab atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.38 
Dapat ditegaskan bahwa jika hendak mengamati masalah  
kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya dari berbagai dimensi 
(secara dimensional) maka mau tidak mau kita harus memperhitungkan 
peranan korban (Victim) dalam timbulnya suatu kejahatan. Dalam 
kenyataan, tidak mudah membedakan setiap peranan yang dimainkan 
korban, karena korban sebagai partisipan utama dalam memainkan 
berbagai macam peranan yang dibatasi situasi dan kondisi tertentu. 
Pihak korban dapat berprean dalam keadaaan sadar atau tidak, 
secara langsung atau tidak langsung, sendiri atau bersama-sama, 
bertanggung jawab atau tidak, secara pasif atau aktif, dengan motivasi 
positif atau negatif. Semuanya bergantung pada situasi dan kondisi pada 
saat kejadian tersebut berlangsung.39 
                                                          
38 Rena Yulia, Op.cit, hlm.75 
39 Ibid. hlm. 76 
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Pihak korban dalam situasi dan kondisi tertentu dapat pula 
mengundang pihak pelaku untuk melakukan kejahatan pada dirinya 
akibat sikap dan tindakannya. Dalam hal ini antara pihak korban dan 
pelaku tidak ada hubungan sebelumnya (tidak perlu). Misalnya korban 
bersikap dan bertindak lalai terhadap harta benda miliknya sehingga 
memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengambilnya tanpa 
izin. Bisa juga karena sikap dan tingkah laku pihak korban, sehingga 
menimbulkan kebencian, kemuakan dan tindakan yang merugikan pihak 
korban. Dapat pula karena pihak korban berada di daerah rawan atau 
bertugas di bidang kemananan. Pihak korban memungkinkan, 
memudahkan dirinya untuk menjadi sasaran perbuatan jahat.40 
Kebanyakan korban yang berada dalam golongan lemah mental, 
fisik, sosial ekonomi, yang tidak dapat atau tidak berani melakukan 
perlawanan sebagai pembalasan sering dimanfaatkan sesuka hati oleh 
pelaku yang merasa dirinya lebih kuat dan lebih berkuasa dari korban. 
Menurut Mendelsohn, berdasarkan derajat kesalahannya korban 
dibedakan menjadi lima macam, yaitu:41 
1. Yang sama sekali tidak bersalah; 
2. Yang menjadi korban karena kesalahannya; 
3. Yang sama salahnya dengan pelaku; 
4. Yang lebih bersalah daripada pelaku; 
                                                          
40 Ibid. hlm. 77 
41 Ibid. hlm. 80 
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5. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku 
dibebaskan) 
Hentig berpendapat bahwa peranan korban dalam menimbulkan 
kejahatan adalah:42 
1. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi. 
2. Kerugian akibat tindak kejahatan meungkin dijadikan si korban untuk 
memperoleh keuntungan yang lebih besar. 
3. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerjasama si 
pelaku dengan si korban. 
4. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak 
ada provokasi dari si korban. 
Peranan korban kejahatan antara lain berkenaan dengan hal-hal 
sebagai berikut:43 
1. Apa yang dilakukan pihak korban; 
2. Bilamana dilakukan sesuatu; 
3. Dimana hal tersebut dilakukan. 
 
6. Faktor-Faktor Terjadinya Perdagangan Perempuan Dan Anak 
Sebagaimana yang kita ketahui, manusialah sebagai makhluk 
sosial tentu memiliki hubungan erat ataupun keterkaitan dalam 
kehidupannya. Dalam kehidupan masyarakat ada kalanya terjadi suatu 
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43 Ibid. 
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benturan satu sama lainnya dan juga terdapat penyimpangan-
penyimpangan terhdap norma hukum yang biasanya di kenal dengan 
kejahatan. 
Masalah perdagangan anak terus mengalami peningkatan 
terutama untuk tujuan eksploitasi seksual. Anak-anak dijadikan 
komoditas dan objek seks orang dewasa sehingga banyak anak 
kehilangan masa depannya. Seiring dengan maraknya kasus 
perdagangan anak untuk tujuan prostitusi atau pelacuran, upaya 
penanggulangannya tidak cukup hanya dengan memberikan sanksi 
pada pelaku, tetapi kita juga harus mengetahui sebab-sebab atau faktor-
faktor terjadinya perdagangan anak untuk tujuan prostitusi dan 
pelacuran. 
1. Faktor Intern 
a. Faktor individual 
Setiap orang memiliki kepribadian dan karakteristik tingkah 
laku yang berbeda satu sama lain, kepribadian ini bisa dilihat dari 
tingkah laku seseorang dalam pergaulannya dalam masyarakat. 
Menigkatnya perdagangan anak untuk tujuan prostitusi atau 
pelacuran ini, cenderung anak tidak menggunakan nalarnya dalam 
mengambil keputusan, mereka lebih menggunakan emosinya. 
Selain kurang menggunakan akal pikirannya, adanya keinginan 
anak atau perempuan memperoleh uang yang cukup besar 
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sehingga mereka kurang hati-hati menerima pekerjaan yang pada 
akhirnya membawa mereka dalam kehancuran masa depan. 
Dengan demikian faktor ketidakmampuan menggunakan 
akal pikir (nalar) dan adanya hasrat atau keinginan untuk 
memperoleh uang yang banyak sehingga terpengaruh dengan 
janji-janji yang ditawarkan, yang merupakan salah satu faktor 
pendorong perempuan dan anak dengan mudah menjadi korban 
perdagangan untuk tujuan prostitusi dan pelacuran.44 
b. Faktor ekonomi 
Faktor ekonomi adalah pendorong terjadinya kejahatan yang 
menjadi penyebab terjadinya perdagangan perempuan dan anak 
yang dilatarbelakangi kemiskinan dan lapangan pekerjaan yang 
tidak memadai. 
Selain kemiskinan, kesenjangan tingkat kesejahteraan antar 
negara juga menjadi penyebab, karena mereka mempunyai 
harapan yang lebih besar dan sejahtera jika berimigrasi kenegara 
lain. Negara-negara yang tercatat sebagai penerima para korban 
perdagangan dari Indonesia relatif lebih kaya dari Indonesia, seperti 
Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan, dan Arab Saudi. 
Namun kemiskinan bukan satu-satunya faktor seseorang 
menjadi korban perdagangan orang. Gaya hidup yang materialisme 
dan konsumtif juga merupakan faktor pendukung. Gaya hidup elit 
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dengan budaya konsumtif sudah menjadi bagian dari kehidupan 
masyarakat terutama yang tinggal di perkotaan. Gadis belia 
cenderung memaksakan diri menempuh jalur cepat menuju 
kemewahan hidup walaupun tidak memiliki pekerjaan. Hal tersebut 
menjadi peluang besar bagi pelaku perdagangan orang untuk 
mendapatkan korban untuk diperdagangkan. 
Materialis merupakan stereotip yang selalu ditujukan kepada 
mereka yang memiliki sifat menjadikan materi sebagai orientasi 
atau tujuan hidup. Untuk mendapatkan materi sering menghalalkan 
segala cara, termasuk mendapatkannya melalui cara pertukaran 
nilai jasa dan/atau dirinya.45 
Berdasarkan badan pusat statistik, Sumatra Utara dan Jawa 
Barat terkenal sebagai daerah pengirim besar untuk perdagangan 
orang, memiliki median pendapatan yang jauh diatas rata-rata 
pendapatan daerah nasional, masing-masing sebesar Rp 
95.500,00 dan Rp 90.300,00 per minggu. Data ini menunjukkan 
bahwa kemiskinan bukan satu-satunya faktor yang membuat orang 
rentan terhadap perdagangan orang.46 
c. Faktor Keluarga 
Keluarga mempunyai peranan yang cukup besar dalam 
menentukan pola tingkah laku anak sekaligus bagi perkembangan 
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anak. Pembinaan anak harus dilakukan sebaik mungkin dalam 
keluarga. Hubungan antara keluarga dengan anak yang tidak 
harmonis membuat anak melarikan diri dari orang tua dan mencari 
pelampiasan pada teman-temannya. 
Kepatuhan kepada orang tua juga merupakan hal yang 
sangat penting untuk dicermati. Adanya ketidakpatuhan terhadap 
orang tua membuat anak ini tidak lagi memperhatikan nasihat 
ataupun bimbingan dari orang tuanya, sehingga anak itu bertindak 
dan berperilaku hanya berdasarkan emosionalnya semata.47 
Kejahatan perdagangan ini merupakan gejala sosial yang tidak 
berdiri sendiri, melainkan adanya hubungan dengan berbagai 
perkembagan kehidupan sosial, ekonomi, hukum serta teknologi. 
Bahwa salah satu anak menjadi korban perdagangan untuk 
tujuan prostitusi adalah sangat berpengaruh pada lingkungan anak 
itu berada, anak sebagai korban perdagangan untuk tujuan 
prostitusi adalah sangat berpengaruh pada keadaan lingkungan 
anak itu berada, anak sebagai korban perdagangan ini tidak hanya 
berasal dari lingkungan keluarga miskin tapi juga berasal dari 
keluarga kaya raya.48 
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d. Faktor pendidikan 
Kurangnya pendidikan, baik pendidikan formal maupun 
pendidikan informal, merupakan salah satu faktor terjadinya 
perdagangan anak untuk tujuan prostitusi atau pelacuran, 
kurangnya pendidikan formal berupa pendidikan agama juga  
merupakan faktor penyebab meningkatnya perdangan anak. 
2. Faktor Ekstern 
a. Faktor ekologis 
Letak indonesia sangat strategis sebagai negara asal masupu 
transit karen memiliki banyak akses memasuki bandaran dan  
pelabuhan kapal laut yang letaknya  berbatasan dengan negara lain. 
Dengan bekal kemampuan dan infomasi  yang terbatas, banyak 
masyarakat yang rentan menjadi  korban perdagangan orang, baik 
laki-laki maupun perempuan bahkan anak-anak yang berasal dari 
keluarga miskin yang memaksakan diri keluar negeri untuk bekerja. 
Jawa Timur merupakan daerah pengirim, penerima, dan transit 
terbesar di indonesia. Salah satu daerah pengirim buruh imigran 
terbesar di Indonesia. Surabaya dikenal sebagai daerah tujuan untuk 
pekerja seks. Juga ditemukan sejumlah kasus perdagangan anak 
untuk dijadikan pekerja anak, yaitu sebagai pengemis, penjual 
makanan dan minuman di kios-kios, dan lain-lain. Banyak dari buruh 
imigran ini yang semula dikirim sebagai pembantu rumah tangga, 
penghibur, pelayan/pegawai rumah makan, buruh pabrik, dan buruh 
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pekebunan. Tetapi, ternyata di perdagangkan untuk melakukan kerja 
seks dan menjadi kerja paksa di luar negeri.49 
b. Faktor ketidakadaan kesetaraan gender  
Nilai budaya patriarki yang masih menempatkan laki-laki 
dan perempuan pada kedudukan dan peran yang berbeda dan 
tidak setara. Oleh sebab itu, disinyalir bahwa faktor sosial budaya 
yang merupakan penyebab terjadinya kesenjangan gender, antara 
lain:50 
1. Lemahnya pemberdayaan ekonomi perempuan dibandingkan 
dengan laki-laki, yang ditandai dengan  masih rendahnya 
peluang perempuan untuk bekerja dan berusaha, serta 
rendahnya akses sumber daya ekonomi seperti teknologi, 
informasi, pasar, kredit, dan modal kerja. 
2. Kurangnya pengetahuan pada perempuan dibandingkan dengan 
laki-laki. 
3. Ketidaktahuan perempuan dan anak-anak tentang apa yang 
sebenarnya terjadi pada area globalisasi. 
4. Perempuan kurang mempunyai hak untuk mengambil keputusan 
dalam keluarga atau masyarakat dibandingkan dengan laki-laki. 
Kesenjangan gender dalam masyarakat cukup tinggi. 
Berdasarkan banyaknya penelitian perempuan yang menjadi 
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korban karena dalam masyarakat banyak terjadi perkawinan muda 
yang dijadikan cara untuk keluar dari kemiskinan dan pandangan 
bahwa laki-laki masih melihat perempuan sebagai objek 
pemenuhan nafsu seksual semakin menempatkan perempuan 
kedalam posisi yang rentan terhadapa eksploitasi seksual. 
Kebanyakan dalam keluarga anak perempuan seringkali 
menjadi beban ekonomi keluarga, sehingga dikawinkan pada usia 
muda. Mengawinkan anak pada usia muda telah mendorong anak 
memasuki eksploitasi seksual komersial, karena pertama, tingkat 
kegagalan pernikahan semacam ini sangat tinggi, sehingga terjadi 
perceraian dan rentan terhadap perdagangan orang. Setelah 
bercerai harus menghidupi diri sendiri walaupun mereka masih 
anak-anak. Dari segi mental, ekonomi atau sosial tidak siap untuk 
hidup mandiri, sehingga memasuki dunia pelacuran sebagai salah 
satu cara yang paling potensial untuk mempertahankan hidup. 
Kedua, pernikahan dini seringkali mengakibatkan ketidaksiapan 
anak menjadi orang tua, sehingga anak yang dilahirkan rentan 
untuk tidak mendapat perlindungan dan seringkali berakhir pula 
dalam dunia eksploitasi seksual. Ketiga, adanya ketidaksamaan 
relasi antara laki-laki dan perempuan yang membuat perempuan 
terpojok dan terjebak dalam persoalan perdangangan orang. Ini 
terjadi pada perempuan yang mengalami perkosaan dan biasanya 
respon atau sikap masyarakat umumnya tidak berpihak pada 
52 
mereka. Perlakuan masyarakat itu yang mendorong perempuan 
memasuki dunia eksploitasi seksual komersial.51 
Dengan adanya kampanye HIV/AIDS dimaksudkan agar 
setiap orang menghindari diri dari seks tidak aman, ternyata 
berdampak pada perempuan, yang mana laki-laki mencari anak-
anak, sehingga anak-anak korban eksploitasi seksual dianggap 
relatif bersih dan lebih kecil resiko terinfeksi penyakit tersebut.52 
c. Faktor lemahnya penegakan hukum 
Pemerintahan dan  masyarakat umumnya masih banyak 
yang menganggap persoalan perdagangan anak, terutama untuk 
prostitusi, merupakan persolan biasa, bukan merupakan suatu 
bentuk kejahatan terhadap manusia. 
Selain lemahnya pemahaman pemerintah dan masyarakat 
mengenai perdagangan anak, perangkat hukum di indonesia juga 
masih lemah dalam memberikan perhatian terhadap masalah 
perempuan dan anak karena pergaturan yang tidak spesifik 
mengatur tentang perdangan anak. Disamping beberapa faktor 
tersebut, faktor lain yang mempengaruhi terjadinya perdagangan 
anak adalah perkawinan usia muda. 
Salah satu faktor pendorong yang membuat anak 
perempuan berhenti sekolah karena adanya kepercayaan bahwa 
                                                          
51 Ibid.  
52 Ibid.  
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anak perempuan sebaiknya menikah pada usia muda. Undang-
undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, 
memperbolehkan anak perempuan untuk menikah pada usia 16 
(enam belas) tahun atau lebih muda dari itu asalkan diizinkan oleh 
orang tua dan disahkan oleh kantor catatan sipil.53 
Dari uraian faktor-faktor tersebut di atas dapat dilihat bahwa 
untuk mengetahui penyebab terjadinya kejahatan terhadap anak 
maka harus dilihat faktor-faktor yang mendukung ataupun relevan 
dengan kejahatan terhadap anak, yang dalam hal  ini berupa 
perdagangan anak untuk tujuan prostitusi atau pelacuran yang 
disadari atau tidak oleh masyarakat bahwa yang menjadi korban 








                                                          





Metode penelitian merupakan suatu cara dalam mempelajari 
masalah, menganalisis, menyelidiki atau meneliti suatu bidang ilmu 
pengetahuan yang dijalankan dengan tujuan memperoleh fakta dengan 
maksud bahwa informasi yang telah dikumpulkan akan relevan dengan 
masalah yang diselidiki dalam hal ini adalah Tinjauan Viktimologis 
Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Pada Anak di Kota Makassar 
(Studi Kasus Tahun 2013-2015). 
A. Lokasi Penelitian  
Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah dimana 
penelitian akan dilaksanakan. Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis 
untuk mendapatkan informasi mengenai masalah yang dibahas adalah 
wilayah hukum Polda Sulsel. Alasan penulis memilih wilayah tersebut 
dengan pertimbangan karena di tempat tersebut terdapat beberapa 
kasus eksploitasi seksual pada anak yang menjadi objek penelitian ini. 
Pengumpulan data dan informasi dilakukan di berbagai tempat yang 
penulis anggap dapat memberikan kontribusi dalam penelitian.  
Kemudian, penulis melakukan penelitian kepustakaan, penelitian 
dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan 
Perpustakaan Umum Universitas Hasanuddin. Penulis memilih lokasi 
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tersebut dengan pertimbangan bahwa perpustakaan tersebut memiliki 
referensi atau literatur yang dibutuhkan oleh penulis dalam penulisan 
skripsi ini. Selain di perpustakaan, penulis juga melakukan penelitian 
literatur melalui koleksi buku-buku yang dimiliki oleh kerabat penulis 
serta melalui penelusuran internet. 
Kemudian penelitian lapangan, penulis melakukan penelitian di 
Polda Sulsel untuk mendapatkan data tentang seberapa banyak korban 
eksploitasi seksual pada anak tahun 2013-2015. Penelitian lapangan lain 
penulis dilakukan dengan mengadakan wawancara terhadap korban 
eksploitasi seksual anak. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis data yang digunakan dalam penulisan ini terbagi 
atas 2, yakni sebagai berikut: 
1. Data Primer, yakni daya yang diperoleh melalui proses wawancara 
langsung terhadap korban dan pihak yang terlibat secara langsung 
dalam proses penyidikan tersebut. 
2. Data sekunder, yakni data yang diperoleh dari berbagai literatur, hasil 
kajian ataupun melalui media elektronik yang ada sekarang ini. 
Adapun sumber data yang digunakan penulis adalah dengan 
melakukan wawancara langsung pada korban dan pihak yang terlibat 
secara langsung dalam proses penyidikan perkara dan melalui berbagai 
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literatur, hasil kajian ataupun melalui media elektronik yang ada 
sekarang ini. 
C. Teknik pengumpulan data 
Dalam pengumpulan data untuk proposal ini penulis melakukan 
metode sebagai berikut: 
1. Studi kepustakaan (library research) 
Studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data 
dan informasi yang bersumber dari literatur, hasil kajian ataupun 
media elektronik yang ada sekarang ini. 
2. Studi lapangan (field research) 
Studi lapangan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan 
mengadakan wawancara secara langsung dengan korban dan para 
pihak yang terlibat langsung dengan proses penyidikan perkara 
tersebut. 
D. Metode Analisis Data 
Data yang diperoleh kemudian di analisis. Data yang dianalisis 
secara kualitatif (tidak berbentuk angka) akan di kemukakan dalam 
bentuk uraian secara sistemastis pula dengan menjelaskan hubungan 
antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah 
kemudian dinyakatakan secara deskriptif sehingga selain 
menggambarkan dan mengungkapkan dasar hukumnya, juga dapat 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum 
Makassar merupakan kota yang multi etnis. Penduduk kota 
Makassar kebanyakan berasal dari Suku Makassar dan Suku Bugis 
sisanya berasal dari Suku Toraja, Mandar, Buton, Tionghoa, Jawa dan 
sebagainya.54 
Kota Makassar mempunyai posisi strategis karena berada di 
persimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam propinsi 
di Sulawesi, dari wilayak kawasan barat ke wilayah kawasan timur 
Indonesia dan dari wilayah utara ke wilayah selatan Indonesia. 
Dengan kata lain, wilayah kota Makassar berada di koordinat 119 
derajat bujur timur dan 5,8 derajat lintang selatan dengan ketinggian 
yang bervariasi antara 1-25 meter dari permukaan laut. Kota Makassar 
merupakan daerah pantai yang datar dengan kemiringan 5 derajat ke 
arah barat, diapit dua muara sungai yakni sungai Tallo yang bermuara di 
bagian utara kota dan sungai Jeneberang yang bermuara di selatan kota. 
Luas wilayah kota Makassar seluruhnya berjumlah kurang lebih 175,77 
Km2 daratan dan termasuk 11 pulau di selat Makasar ditambah luas 
wilayah perairan kurang lebih 100 Km2. 
                                                          
54 Penduduk Kota Makassar, diakses dari http://makassarkota.go.id/penduduk/kota/makassar, 
pada tanggal 7 April 2016 pukul 08.44. 
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Jumlah kecamatan di kota Makassar sebanyak 14 kecamatan 
dan memiliki 143 kelurahan. Diantara kecamatan tersebut, ada tujuh 
yang berbatasan langsung dengan pantai yaitu kecamatan Tamalate, 
Mariso, Wajo, Ujung Tanah, Tallo, Tamalanrea dan Biringkanaya.55 
Pembangunan yang pesat pada kota Makassar menjadikan kota 
ini sebagai kota besar dan menjadi destinasi tujuan bagi masyarakat 
yang tinggal di sekitar makassar ataupun yang berdomisi di pulau 
Sulawesi baik untuk berlibur, menempuh pendidikan maupun untuk 
mengadu nasib mencari pekerjaan di kota besar ini. Banyak faktor yang 
menyebabkan meraka memilih tinggal di kota besar ini. 
Kehidupan yang dinamis dan instan membuat sebagian besar 
pola fikir masyarakat kota berubah. Masyarakat semakin suka hal instan 
dan glamor. Hal ini mengakibatkan gaya hidup berubah dan tingkat 
matrealis yang semakin tinggi dari masyarakat.  
Hal ini membuat sebagian orang mencoba cara-cara yang instan 
yang tentunya tidak halal untuk dapat hidup dengan dinamis dan glamor 
seperti layaknya masyarakat kota kebanyakan. Banyak dari mereka yang 
tidak suka bekerja keras atau bosan dengan keadaan mereka yang 
terjerat kemiskinan. Tidak terkecuali bagi anak-anak dibawah umur yang 
ingin merasaan kehidupan yang glamor. Usia muda belia, pemikiran 
yang labil, keluarga yang berantakan dan tingkat matrealis yang tinggi 
                                                          
55 Geografis Kota Makassar, diakses dari http://makassarkota.go.id/geografis/kota/makassar, 
pada tanggal 7 April 2016 pukul 08.46. 
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menjadikan mereka semakin mudah berfikiran pendek dan melakukan 
cara-cara instan yang mereka anggap cara terbaik untuk memenuhi 
semua keinginan materi mereka walaupun dengan cara yang tidak wajar. 
Secara langsung maupun tidak langsung mereka dapat menjadi korban 
eksploitasi. Termasuk dengan cara mengeksploitasi diri sendiri. 
Faktor keluarga, ekonomi dan pendidikan sangat berpengaruh 
terhadap fenomena eksploitasi tersebut. Daerah kota yang menawarkan 
berbagai gaya hidup glamor dan dengan tingkat matrealis tinggi 
memperparah fenomena tersebut. 
Makassar merupakan salah satu kota besar yang ada di 
indonesia yang juga menawarkan berbagai gaya hidup dengan tingkat 
matrealis yang tinggi. Seperti yang terjadi pada Ratri (nama disamarkan) 
yang kala itu masih berusia 17 tahun (wawancara tanggal 30/04/2016). 
Ratri saat itu butuh uang untuk keperluan hidup sehari hari dan gaya 
hidup orang-orang perkotaan yang mengikuti zaman. Korban kemudian 
bertemu dengan Abang (nama disamarkan) mucikari yang juga mencari 
gadis yang ingin bekerja sebagai pemuas nafsu pria hidung belang 
(menjadi PSK). Pada saat itu Ratri tergiur dengan iming-iming 
penghasilan dari pekerjaan yang ditawarkan Abang. Awalnya ia juga 
sedikit kaget dengan tawaran kerja dari wahyu namun saat itu Ratri tidak 
memiliki pilihan lain. Hanya pekerjaan itu yang dapat dilakukannya saat 
itu dan Abang datang pada saat yang tidak tepat. Tarif sekali melayani 
pria hidung belang adalah sekitar Rp 500.000. karena berbagai alasan 
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yang ada serta tergiur dengan uang yang dihasilkan oleh pekerjaan 
tersebut Ratri menerima pekerjaan tersebut. 
Awalnya, Ratri tidak terbuka dalam menjelaskan bagaimana 
mekanisme ia menjajahkan diri. Namun, setelah di wawancarai lebih 
lanjut korban menuturkan bahwa yang mempunyai peranan besar adalah 
sang mucikari. Mucikari mencari dan mengatur pertemuan untuk Ratri 
dengan pelanggan yang sebelumnya telah melakukan BO (Booking 
Order) melalui mucikari. Proses BO dilakukan melalui Social Media 
seperti B**Talk dan B*M. Sang mucikari juga tidak kesulitan dalam 
mencari pelanggan untuk ratri yang terbilang masih muda belia. 
Pengertian eksploitasi bisa saja berbeda oleh beberapa instansi 
seperti kepolisian dan kejaksaan. Namun, untuk anak yang menjadi 
korban  ini menurut kepolisian masuk kedalam eksploitasi  karena korban 
disini adalah seseorang yang masih dikategorikan sebagai anak dan 
untuk seumuran korban seharusnya belum diperbolehkan untuk bekerja. 
Walaupun korban (Anak) yang dieksploitasi cenderung 
memanfaatkan keadaan agar dapat terus melakukan pekerjaannya 
dengan berbagai alasan. Namun, di sisi lain anak yang menjadi korban 
eksploitasi juga masih di bawah pengampuan. Seorang anak masih 
membutuhkan sosok orang dewasa sebagai pendamping. Namun, 
dalam hal ini orang dewasa (mucikari) malah memanfaatkan kelemahan 
seorang anak yang belum berfikir panjang. Seorang anak seharusnya 
mendapat perlindungan dari orang dewasa namun pada kenyataanya 
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Ratri malah dipekerjakan dan lebih parahnya lagi pekerjaan yang 
dilakukan adalah pekerjaan sebagai PSK. 
Tabel I: Data Korban Eksploitasi Seksual Pada Anak Di Kota 
Makassar Tahun 2013-2015. 
No Tahun Jumlah Kasus Eksploitasi 
1 2013 1 
2 2014 - 
3 2015 2 
Jumlah 3 
Sumber: Data Polda Sulawesi Selatan tahun 2016 
Berdasarkan tabel yang ada di atas dapat dilihat bahwa jumlah 
korban eksploitasi seksual mengalami peningkatan dan penurunan 
setelah sempat tidak terdapat kasus eksploitasi seksual pada tahun 
2014. Namun, pada tahun 2015 jumlah korban bertambah.  
Kehidupan kota besar yang keras sedikit banyak membuat 
praktik eksploitasi khususnya eksploitasi seksual semakin subur. Korban 
(anak) yang dieksploitasi juga mengambil peran besar atas suburnya 
praktik ini. Namun, demikian pelaku (mucikari) yang mempunyai 
kesalahan terbesar dari adanya praktik ini. Walaupun anak yang menjadi 
korban eksploitasi sebagian besar karena kemauan sendiri (faktor 
individu) tapi orang dewasa yang paling bertanggung jawab atas hal ini. 
Anak-anak tersebut tidak dapat disalahkan, mereka hanya dimanfaatkan 
oleh segelintir orang yang tidak bertanggung jawab. 
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B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Eksploitasi Seksual 
pada Anak 
Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya 
eksploitasi seksual pada anak yang penulis uraikan sebagai berikut: 
1. Faktor Individual 
Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, faktor individu atau 
kemauan diri sendiri menjadi faktor utama di samping faktor ekonomi, 
seperti yang diakui oleh salah seorang penyidik di bagian kriminal 
umum Polda Sulawesi Selatan (Wawancara 30 Maret 2016), bahwa 
pada dasarnya eksploitasi dalam hal ini adalah eksploitasi seksual 
terjadi karena adanya keinginan pada anak itu sendiri. Kemudian, 
karena informasi tentang pekerjaan yang kurang jelas (Tidak banyak 
informasi mengenai jenis pekerjaan yang akan dilakukan). Mereka 
menerima pekerjaan tersebut karena diiming-imingi oleh gaji yang 
besar tanpa mencari tau apa jenis pekerjaan yang mereka akan 
lakukan di tempat tersebut. 
Banyak dari mereka yang pada akhirnya dipekerjakan bukan 
pada jenis pekerjaan yang dibicarakan pada awal perjanjian. Mereka 
dipekerjakan tetapi sebagai pekerja seks komersial (PSK) yang 
memuaskan nafsu lelaki hidung belang. Kemudian, ketika mereka 
sudah terjebak dengan pekerjaan tersebut mereka merasa lebih baik 
dan memilih tetap melanjutkan pekerjaan tersebut.  
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Hal tersebut juga didukung dengan ketidaktahuan dan 
ketidakmampuan menggunakan nalar dalam mengambil keputusan. 
Adanya keiginan untuk memperoleh uang banyak dengan cara cepat 
dan mudah membuat mereka memilih tetap menjalani pekerjaan 
sebagai PSK. 
2. Faktor Rendahnya Pendidikan 
Meskipun faktor paling utama dari eksploitasi seksual pada 
anak adalah faktor ekonomi, tidak dapat dipungkiri bahwa masih 
terdapat faktor lain yang menyebabkan seorang anak tereksploitasi 
dan terjebak di dunia prostitusi. Faktor tersebut antara lain adalah 
faktor rendahnya tingkat pendidikan. Rendahnya pendidikan seorang 
anak di dukung dengan usia muda belia dan cenderung mempunyai 
pikiran yang tidak stabil, anak yang tidak dibekali dengan 
pengetahuan yang cukup untuk menjalani kehidupan. Kemudian hal 
tersebut diperkuat dengan hasil penelitian (wawancara 30/04/2016) 
penulis dengan korban (anak) yang di eksploitasi secara seksual, lila 
(nama samaran, 17 tahun pada saat memulai menjadi PSK), bahwa 
dia putus sekolah karena karena keluarga tidak memiliki dana yang 
memadai untuk melanjutkan sekolah. Setelah putus sekolah dan 
kehidupan semakin sulit ia kemudian bertemu dengan abang (nama 




3. Gaya Hidup 
Gaya hidup yang semakin konsumtif merupakan faktor lain dari 
terjadinya eksploitasi seksual. Gaya hidup yang konsumtif diikuti 
dengan banyak keinginan untuk dapat hidup mewah layaknya anak 
yang berasal dari keluarga kaya dan mempunyai banyak keinginan 
untuk mempunyai berbagai jenis barang dengan cara yang cepat dan 
mudah. (Wawancara 30 Maret 2016, Penyidik kirimnal umum Polda 
Sulsel) Ingin Hidup mewah, konsumtif dan memiliki barang yang 
mengukuti trend masa kini sudah menjadi bagian dari masyarakat 
perkotaan. 
Beberapa dari anak-anak sekarang cenderung memaksakan 
diri untuk dapat hidup mewah, memiliki barang barang mengikuti 
trend masa kini seperti contohnya memiliki handphone keluaran 
terbaru, baju model terbaru serta nongkrong di tempat yang sedang 
digandrungi anak muda dan untuk semua itu ia  menghalalkan segala 
cara termasuk dengan cara jasa dan/atau dirinya. Gaya hidup anak 
yang seperti ini dapat menjadi cela bagi pelaku dan calon pelaku 
menjerat korban untuk dieksploitasi. 
4. Faktor Keluarga 
Kehidupan di dalam keluarga sedikit banyak memberikan 
dampak pada kehidupan dan perkembangan anak. Oleh karena itu 
pembinaan terhadap anak harus dilakukan sebaik mungkin dalam 
suatu keluarga. Karena dampak yang diberikan pada kehidupan 
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seorang anak dapat berupa dampak postif maupun dampak negatif. 
Contoh dari dampak negatif tersebut berupa adanya anak-anak yang 
dieksploitasi dan dijadikan PSK. 
Hasil wawancara dengan Ratri (nama disamarkan) pada 
wawancara, 30/04/2016 ia tumbuh di keluarga dengan ekonomi 
menengah kebawah dan akibat itu ia juga putus sekolah. Kemudian, 
dalam lingkungan pergaulannya ia juga memiliki rasa gengsi dan 
tuntutan mengikuti trend masa kini. Seperti memiliki handphone 
keluaran terbaru dengan merek yang terkemuka atau sekedar 
memakai baju bangus dengan brand terkenal. Pergaulan yang tidak 
sehat membawa ia bertemu dengan Abang (Nama disamarkan, 
Mucikari) yang kemudian setuju untuk dijadikan wanita panggilan 
(PSK) dengan penghasilan luamayan untuk mengikuti trend masa 
kini. 
Ia oleh mucikari di berikan tempat tinggal dan biaya hidup. Ratri 
hanya keluar jika sang mucikari mendapatkan pelanggan untuknya. 
Semua proses pencarian pelanggan dan tarif diri dan/atau jasa 
dirinya diatur oleh sang mucikari, ia hanya mendatangi tempat yang 
sebelumnya telah di perjanjikan oleh mucikari dan pelanggan yang 
memesan. Jika beruntung dirinya bisanya mendapat uang tip dari 
pelanggan. Bayaran dari pelayanan yang ia lakukan biasanya di 
ambil oleh sang mucikari bukan oleh dirinya. 
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5. Faktor Lingkungan 
Hubungan yang kurang harmonis antara orang tua dan anak 
membuat anak berusaha melarikan diri dari dari orang tua dan 
mencari pelampiasan lain yaitu bersama dengan orang disekitarnya 
(teman-teman pergaulannya). Ketidakmampuan keluarga untuk 
melaksanakan fungsi-fungsi dalam keluarga terutama fungsi 
perlindungan pada anak dan kurangnya pembinaan serta sosialisasi 
terhadap anak rentan menyebabkan seorang anak masuk ke dunia 
prostitusi. 
Pergaulan yang tidak sehat di kalangan anak semakin 
menyuburkan tindakan eksploitasi terutama pada kasus eksploitasi 
seksual. Anak yang tumbuh dilingkungan yang kurang baik 
cenderung rentan melakukan kenakalan remaja. Kenakalan-
kenakalan remaja yang seperti ini yang menjadi cikal bakal terjadinya 
eksploitasi seksual terhadap anak. Anak-anak yang ada di lingkungan 
yang kurang baik apalagi di tambah faktor-faktor yang sebelumnya 
disebutkan diatas sangat rentan menjadi korban eksploitasi seksual. 
Baik karena keinginan sendiri ataupun secara terpaksa. 
Dalam wawancara pada korban Aina (Nama disamarkan, 17 
tahun pada saat memulai menjadi PSK) lingkungan sekeliling juga 
mendukung terjadinya praktik eskploitasi. Banyak teman yang dikenal 
juga berprofesi serupa. Hal ini dipengaruhi karena mereka yang putus 
sekolah dan tidak memiliki keahlian apapun ujung-ujungnya hanya 
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melakukan pekerjaan (menjadi PSK) untuk mendapatkan uang. 
Apalagi tawaran dari mucikari akan uang yang didapat lumayan 
menggiurkan. 
Pada kasus tersebut jelas terjadi eksploitasi seksual pada anak 
dengan maksud tujuan menguntungkan diri sendiri yang dilakukan 
oleh abang (mucikari), sebab korbanya masih berusia di bawah umur 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak: 
Pasal 13 
(3) Setiap anak selama masih dalam pengasuhan orang tua, 
wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas 
pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari 
perlakukan: 
g. Diskriminasi 
h. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual 
i. Penelantaran  
j. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan 
k. Ketidakadilan dan 
l. Perlakuan salah lainya. 
 
Namun, seiring berjalannya waktu pada kenyataanya undang-
undang tersebut belum dapat berjalan secara efektif kemudian 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 
yang berlaku ± (kurang lebih) 12 (dua belas) tahun akhirnya diubah 
dengan munculnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak. 
Perubahan ini mempertegas akan perlunya pemberantasan 
sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak 
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terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk 
memberika efek jera, serta mendorong adanya langkah kongkrit 
untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak. Hal ini 
bertujuan agar mengantisipasi anak (korban kejahatan) dikemudian 
hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang serupa. 
Karena berdasarkan fakta yang berada di lapangan terungkap 
bahwa pada pada saat pelaku kejahatan terhadap anak (terutama 
pada tindak pidana seksual) diperiksa di persidangan, ternyata sang 
pelaku sebagian besar pernah mengalami pelecehan seksual di 
masa lalunya, sehingga sang pelaku terobsesi untuk melakukan hal 
yang sama seperti yang ia alami. 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 secara efektif mulai 
berlaku pada tanggal 18 Oktober 2014 yang memuat banyak 
perubahan, diantaranya memberikan tanggung jawab dan kewajiban 
kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, 
keluarga dan orang tua atau wali dalam hal pelanggaran 
perlindungan anak, dinaikkannya ketentuan pidana minimal bagi 
pelaku kejahatan seksual terhadap anak, serta diperkenalkannyan 
sistem hukum baru yakni adanya hak restitusi.  
Hal baru yang terdapat dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 atas 
perubahan UU Nomor 23 tahun 2002 yaitu: 
a. Tanggung Jawab Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 
b. Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat. 
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c. Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua. 
d. Kejahatan Seksual Terhdap Anak 
e. Anak Penyandang disabilitas56 
f. Restitusi 
 
C. Upaya yang Dilakukan Pihak Kepolisian dalam Menganggulangi 
Eksploitasi Seksual pada Anak 
Secara jelas peranan kepolisian diatur secara jelas di atur dalam 
Undang-Undang Tahun 2002 yaitu pasal 2, yang menyatakan bahwa 
“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di 
bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan 
hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada 
masyarakat.”57 
Menurut penyidik bagian kriminal umum Polda sulsel 
(Wawancara 30 Maret 2016) upaya yang dilakukan pihak kepolisian 
dalam menaggulangi eksploitasi seksual terhadap anak, salah satunya 




                                                          
56 Paradigma Baru Hukum Perlindungan Anak Pasca Perubahan Undang-Undang Perlindungan 
Anak, diakses dari http://pn-palopo.go.id/paradigma-baru-perlindungan-anak-pasca-perubahan-
undang-undang-perlindungan-anak,  Pada tanggal 28 April 201 pukul 09.24. 
57 Peran Kepolisian, diakses dari http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/05/jurnal-
sonny-arvian-hadi-purnomo-0810110058.pdf, pada tanggal 24 april 2016 pukul 10.05. 
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D. Kendala-kendala yang Dihadapi dalam Penaggulangan Tindak 
Pidana Eksploitasi Seksual pada Anak 
Kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisan dalam 
menanggulangi tindak pidana eksploitasi seksual anak yaitu antara lain 
kurangnya personil aparat kepolisian dalam mengatasi tindak pidana 
eksploitasi seksual pada anak terutama dalam kegiatan operasi tangkap 
tangan (OTT) yang notabennya wajah para aparat kepolisian telah 
dikenali oleh para korban dan pelaku eksploitasi seksual anak. 
Masyarakat yang kurang memahami arti pentingnya aturan 
hukum dan berkembangnya tindak pindana eksploitasi seksual pada 
anak yang makin pesat dengan modus yang beragam. Masyarakat juga 
cenderung apatis dan terkesan acuh-tak acuh terhadap peristiwa 
eksploitasi yang adal di sekitar mereka. Perilaku ini semakin 
menyuburkan praktik eksploitasi seksual pada anak. 
Kemudian, kendala terbesar yang dialami kepolisian dalam 
penanggulangan tindak pidana eksploitasi seksual pada anak berasal 
dari korban sendiri. Korban yang secara sadar ingin mengeksploitasi diri  
sendiri dengan cara memberikan diri dan/atau jasa untuk memenuhi 
daya konsumtif dan sifat matrealis yang berlebihan. Menurut penyidik 
bagian kriminal umum polda sulsel (Wawancara 30 Maret 2016) banyak 
dari anak korban eksploitasi tersebut secara sadar dan suka rela 
dieksploitasi dengan berbagai alasan. Kemudian, beberapa dari korban 
eksploitasi pada anak tersebut pernah tertangkap dalam OTT yang 
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dilakukan oleh tim bagian kriminal umum Polda sulses yang sebagian 
besarnya sudah pernah tertangkap sebelumnya hanya saja mereka 
berganti mucikari. Hal ini sangat menyulitkan pihak kepolisian dalam 
menanggulangi tindak pidana eksploitasi seksual pada anak. 
Kendala lain yang di ungkapkan oleh penyidik bagian kriminal 
umum polda sulsel adalah yang pertama, pada saat membuat laporan 
korban memiliki cedera maka kasus tersebut lebih mudah berlanjut ke 
tahap selanjutnya. Akan tetapi banyak dari jenis kasus seperti ini 
diselesaikan di luar pengadilan dan korban jadi tidak mau datang 
menghadiri sidang untuk memberikan keterangan. Setelah itu anak 
korban ekploitasi tersebut akan bungkam perihal apa yang telah dia 
alami. 
Kedua, kebanyakan dari kasus ekploitasi seksual pada anak 
yang tertangkap pada saat OTT adalah para pelaku/mucikari kecil pada 
saat OTT. Mereka yang melayani proses BO (BO: Booking Order istilah 
untuk memesan perempuan untuk kegiatan prostitusi). Sangat jarang 
bos besar tertangkap dalam operasi tangkap tangan dalam.OTT. 
Aktivitas eksploitasi seksual pada anak terutama yang di kota Makassar 
sendiri banyak dlakukan oleh para mucikari kecil. Banhkan ada juga yang 
menjajahkan dirinya tanpa mucikari (pemain tunggal).  
Ketiga, korban cenderung menutup-nutupi apa yang terjadi pada 
mereka sehingga menyulitkan penyidik untuk mengetahui kejadian 
sebenarnya. Korban sangat tertutup. Mungkin, karena ada faktor malu 
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dalam menceritakan apa peristiwa yanh terjadi pada dirinya sekalipun 
pada penyidik kepolisian. Oleh karena itu banyak penyidik kepolisian 
melakukan pendekatan-pendekatan kepada korban sehingga korban 


























Berdasarkan uraian penulis, maka penulis berkesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Peranan korban dalam tindak pidana eksploitasi seksual pada anak 
dilatarbelakangi oleh: (1) Faktor individual yaitu atas kemauan individu 
(anak yang dieksploitasi sendiri), (2) faktor rendahnya tingkat 
pendidikan, (3) gaya hidup, (4) faktor keluarga, (5) faktor lingkungan 
yang kurang baik. 
2. Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini adalah 
Polda Sulsel adalah dengan melakukan penanggulangan korban 
eksploitasi seksual pada anak. Melakukan pengintaian dan 
pengawasan terhdap usaha-usaha praktik eksploitasi pada anak 
khususnya eksploitasi seksual.  Operasi tangkap tangan yang 
dilakukan oleh polda sulsel juga merupakan upaya pencegahan 
terjadinya praktik eksploitasi seksual pada anak di Kota Makassar. 
 
B. Saran 
Setelah memberikan kesimpulan disini penulis ingin memberikan 
saran-saran sebagai berikut: Pemerintah dan seluruh masyarakat harus 
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berpartisipasi untuk mencegah terjadinya ekploitasi pada anak 
khususnya ekploitasi seksual pada anak. Mencegah pelaku eksploitasi 
pada anak tanpa terkecuali khusnya tindak pidana eksploitasi seksual di 
kota Makassar. 
Masyarakat harus aktif dalam upaya pencegahan. Sebagai contoh 
jika ada yang mencurigakan dan patut diduga sebagai tindak pidana 
eksploitasi seksual maka masyarakat semestinya memberi laporan pada 
kantor polisi terdekat agar dapat di tindak lanjuti oleh kepolisian. 
Kemudian, masyarakat dan korban perlu untuk disosialisasikan 
mengenai dampak dan bahaya tindak pidana eksploitasi khususnya 
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